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T A J U K R E N C A N A

MK Dengcarkkan Suara Pubzlilc

zh lkarmmah WHonstitusi secaraa bulat
mendengarkan suara publilk. ¥Tal
itu terlihat saat MK rmemutus—
kan imembatalkarn dain rmenafsic
tilang U Womor =2 Tahbun 201,

Undang-TTIndang INo 22012 tentang Perubahan Kedun atas UL
™Noe 17272014 tenbangg WMIPR, DPR.,. DPID, dan IDPRI? atau UU NMID3
dinnndangkan pada 15 NMaret ZO1S. Scijak dibahas di IDPIR. ran-—
cangan 77 itu sudah menimbulkan “pertanyaan dalan maasya—
rakat karcena pada avwalnya rewvisi TJL] WMIT3= hanya dilalkulkan uantulk
memberikan kursi pimpinan kepada kader Partai Demolkrasi
ITndonesia Perjuangan yang merupakan pemenangs Permilu 22011
Ttulah kesepalkatan dari partai politik di parlermmen.

Dalam perkembangan. bukan hanyva komposisi pimpinan DPIR,
DFPD, dan WMIPR yang diuabah olech wwakil rakyat dan pemerintala.
Perubahan TUU MID3E pun memberilkan lkewwernangsan berlebih
kepada DIPRE. Majelis Kehormrmaiatan Devwvwar: (VIR T, Tndisalnya, bisa
melakulkan tindakan hukum kepadsa mereka yangs dinilai imneren
dahkan martabat IDPR atau angsota DPR. Parlemen Jusa bisa
meminta aparat pemerintah memanggil paksa dan menyandera
seseoransg yang tak memnmenuhi panggilan DPIR. DPR pun bisa
memaksakan reckomendiasinya dan memiperkuat hak imunitas-—
nya. Ralkyat pun keberatan deingasn langlkah DEPR vang didukungs
pemerimntah inid =

Sesuiail perubahan UUD, 1945, Devwan tetap menijadi lemibasa
prembuat T bersamma dengan chksclkutif,. Namun, DIt talk bhisa
leluasa “Mmemaksalcan’™ LTLT yaneg dibuatnya karena rakyat mmeryi—
lHki hak untuk mengiiji materi di WD Trzara terhadap U INo
22,2018, sefumlah kalangan mengajulkan hale uji materi dengan
berbagai pertimmbarigan. WME, Hamis (286,201 S8), pun meirmutus—
Tcan meimmbalallkan Pasal 73 Axval (3). (). dan (&) serta LPasal 122
Huruf D UU MIDS vang bharu, jusa moenafsirkan kembali Pasal =245
ARat (A (Korrzpras, 2ZO06). E

MK moenyatalkan, 131711 tidak berhak merndiniiz= aparat mnegara
momangzil paksa,. bahkan menyandera siapa pun yang tals hadir
mermenuhi panggilan DPR. DPR adalah lembaga legislatif., perrn -
buat hukum. Bulkan penegak hukum. DPR tidalk boleh moengsambil
alibh kekuasaan penegalkan hulkum. Putusan DM ind seperti
mengembalikan DPR atau parlemen pada asal katanya, yakni Jle
aric (bahasa Perancis). vang berarti "bicara™ L LigFaass Tewwzarn adalalhy
bicara. memperiuanglkan kepentingan rakyat, dan IMmMelnlgasawrasi
ekselkutif. TTIT yangs dibual pun seharusnya sesuai dengan aspirasi
rakyat yang disuaralkan oleh DPR sebagai walkil ralksat.

VI dalam putusannya juga mengembalikan kedudulkan DT T
sebagail alat kelengkapan IDPR. Pemanggilan angsota TDOPR AR ALET
diduga melakukan tindak pidana hanya memerlulkan Persetujuan
tertulis presiden. tak perlu pertimbangan dari MDD, seperti yans
diatur dalairnm Pasal 245 Asyat (D) TTLT INo Z/ 2018 MK D pun tak bisa
melakulcan langlkah hukam pada pihalk ladn, seperti sang diatuar
sebelummny=a dalayrnm Pasal 122 Fiuruf (D) UL IWVEID3.

Sebenarnya dalam TTLT N2 masilhh ada Pasal 74 terkait IO PR
yang bisa momaksakan rekomendasinya dilaksauzialcaan PpPihak lain
dan Pasal 204 yang memungkinkan panilia anglket menntaireEesil
paksa serta menyandera pilialk lain yvang tak memenuhi pangssilan.
Naamiun., putusan ME., Kamis Ialo, sudah melegakan. Substansi
Prasal lain talk jauh berbeda dengan yang sudah divgi WEE
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